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Potensi Pelan

Pengambilan keputusan
RUL Kitah Undang
Undang Hukum Acara
Pidana dilakukan dalam
Sicang Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyvar,
Selasa. 15 Novemboer
2025,

eakipum RKLTHAP -

ngandueg pasal-pasel bermea-

salal Fang mengancan peng-
hormatan dan pelindungan 1LAM, tam-
kg pengesahan tidak terhending,

Pasal 54 HKULAY memperluas ca-
g upava paksa, melipud penetapan
lersungkn,  peoanghkupan,  penadhanan,
Penggeledahan, pervitaan, pervadapan,
pemeriksaon sural, pemblokican, dan
pelarangan keluar negeri, Hal ini heri-
siko terbulanya peluang penvalahgu
naan kewenangan dan pengpunaan tin-
dakin vang reprosil terhadap peivast dan
tanpa kontrol memaciai.
LAM pada pericde dua tahun
i tu Januan 2023 sampai de-
ngan Desember 2024, mencrma dan
memproses pengaduan dugasn pelang-
garan hak memperaleh keadilan sclbx-
nyzk 1752 kasus Tiga lembuga yang
paling banwak diadukan adalah Kepo-
lisiun Megurs B lembags peradilan, dan
kejaksnan,

Dulam dugaan pelangraran hak mem-
pewabeh Readilan, wang paling banvak
diadukan terkait  ketidakprofesionalan
ataw ketidaksesuaian prosedur oleh apa-
rut penegak hukum schanyak L1337 ka-
zue, 2erta Kinerja dan kode efik aparar
penegak hukum scbanyak 115 kasus,
Kefidakquofesionalan atan ketidaksesu-
alan prosedur tersebut termusuk G da-
laminya adalah upaya paksa wang se-
WL WL T,

Kewenangan penyidik dalam pene-
Lapan tersngka berpotensi melanggr
asas praduga tidak bersalah. Walawpun
Pasal 86 melarang tindakan yoang me-
nimbuikan praduga bersalah, REUHAD
tetap memberikon kewenangan luas ke
pada penyidik untuk menetapkan ber-
sanghka hanya densgan minimal dua alat

RKUHAP dan

Mimin Dwi Hartono
Aunalis et Vi Moo Rorarees TE

Tkl sz subvektil, Had ini
herisiko penetapan tersang-
ki dupat dilakukan subsyck
Bf tanpa mekanisme kon-
trol cheternal
Sementara mekanis-
e [:I<l.pumr.lll:l.||
Fany
jacdi kercksi tidak
mengalami perba-
ikan sebagaimana
halnya KLTHAP se-
hedummya,  Meka-
nismie  praperadil-
an hansak dikritik

karen; s
mengji aspek fre-
mualitas, padahal yang peling bermasalah

adalah wpok materil (Fhsal 151 Avar 3
dan Pasal 1535 Pemertksgan persdilan
aleh hakim hangeal secarva copat, yai
i hurd penetapan dan twjuh hari pro-
ses, sering kali tidak memwadai unruk
pembuktion. 1l ini membatasi abscs
terhadan keadilan dan pemuliban pe-
Langgaram TEAM.

Tublikasi pencarian tersangba melaloi
rvesdia (hasal 8640 dapat metyebabkan
trae! By media dan stigmatisasi sebelum
ses hukum berjalan. Di o omedia
vang sangat behas tanps kontrol

ast vang kurang reermadai, pon-

Biitkar pelamegaran ok privasi,
hak atss rasa aman, dun hak atas per-
samiain di depan hukoum,

Lebih lanjut. kewenangsn penvidik
menangkap dan menahan herpetonsi
sewenang-wenang di mana penangkap-
an dapat dilakukan hingga | % 249 jam
(Pasal 9. Adapun alasan pens
aangat lues, seperti "idak hekerja sama™,
“membert nfuormast Udak sesual Gakia”,

mmngl\mnh’)r pnnwnkm‘m hahkan

wasi berdasarkan peniladan penvidik”
(Pasal 93 Avar 5) Ketenhian terschit
sungal subw.-kJ_L‘l' schingga berpolensi
T nlnhg'un'lk'm upiyva akss sewe-
n.Aru. WAL

Selain i, RKITHAT kritevia pena-
hanan tidak ketat scehingga dapat digo
nikan untuk menekan ataus mengin-
timidasi tersmgka, potensi menglrimi
nalisasi orang vang membela div dalam
pemerikssan dan ketidokpastian hukuom

reng alasan subyekil penyvidik dapat
meemhenarkan pesabaman,

Pelanggaran hak privasi
Lebih Tanjut, dalam Pa
sl 124 dimpatakan pe-
mysdapan dapat

dilokukan  pe-
nyidik untuk ke-
pentingan -
nvidikarn, dan

mckanismenya

diserahkan kepa-

da undang-un-
dang lain, Pada-
hal,  andang-un-
dang yang meng-
atul pesyadapan
belum Lemsidiz
Teskipim Tolaky
berkali-kali dibahas, W dalem penya-
dapan juga fidak ada kehamigan izin
pengadilan schinga berpotens: melang-
gar hak atas privasi, krnunikasi, serta
Dberputenss disalahgunakan mengoswas
aktivis dan pembela HAM, jumalis, atan
opuzisl pemerinlohoan, Penyadapan bisa
dipakai untuk mengontral  Kebehasan
arang Lunpa alasan, prosedur, don dasac
hukum vang sah.

Femidian, di Fasal 1340 saopai Pasal
132, penyidik diizinkan membuks, me-
meriksn, dan menyita sarat dari LT
waan telekomunikasi ha-
“Recurigaan vang kuat”
tanpa izin hakim. Hal ini berpotensi
melanggar hak privasi dan Bal e
korespondensi. Sementara tidak ada me-
kanisme ex ante confrod oleh peradilon
dan pemulihan ketika kecurigaan ter-
=ehur Hdak terbakti,

Hetentuan tentang pemblokican ter-
hadape harta kekayaan, ransaksi per-
bankan, skun platform daring, informas
elektronik dan Tainnwa (Pasal  E32A),
meskipun membutublan i pemgadil-
an, tetap memmmgkinkan pemhlokiran
Lanpa bein dalam alaan mendesak”,
dempan ukuran Tsitiasi o menurat e
nilase penyidik”. Konsckuensioys, pes
nyidik dapat memblekir aset warga tan-
pat kontrol hukim (exe-post hanya leemal)
dan pot perampasan mset, pemhe-
Fuan rokening, atau unghaman k-
tivitas ekonomi individu dan organisasi

ying kritis terhadap pemerintah,
nunuLnr"ﬂms‘ si pembela HAM.

Lekih |.ln]l|t. penyidik daget melala-
Lan |)eJ arengan kg luar nv].,ell atas alasan

Ler

garan HAM

sangil panjang vaitu maksimal 6 bulan
dan @& bulan perpanjangan. Hetentuan
ini dapat disalahgunakan karena Lidak
ada standar ketat mengenai HAT
sesial hukum® schingga tegedi pem
batasan  sewenang-wenang  kebehasan
Bergerak vomg  merupakan Ball asasi
manu

Kemdian tecdapat potensi krimina-
lisasi dengan alasan mensghambae pe-
meriksaan, di antaranya alasan tidalk
bekerja sama d.m memberi informussi
tidak sesuni, Ketentuan ini dapat di
untuk memakss  tersangka ber
{herlasaman dengan hak untuk diaon)
dan berpotenst melamgrar hak untuk
tidak digakesn mengabmi sesnatu (pon-esff
dncrimination).

Sebagai kesimpulan, RELUTHAP me-
ngandung pelbagar polensi pelanggaran
HAM karema memberikan diskresi pe-
nyidik vang sangt luas tanpa kontrol
wyudizial yang memadai, perluasan ca-
kupan upays paksa yang mengurang
hak privasi, kebehasan hergerak, dan
pelindungan dari penabanan sewenang
wenang. Syaral dan mekanisme peng-
awasatt yang lemaby, termtams pada pe
nyvadspan, pemblokiran, penahanan. dan
pemeriksaan surat, membatosi kebebas-
an fundamental wargs negara, termasuk
pada pembela HAM.

Kemudian BKUHAP kurang mem-
Faepikam émniuan dibormatinys asas pra-

: dan pelindungan dari
'.'I(kamﬂnc praperadilan
tunya
tidak cnlae ofeltif sehagai mekanisme
check ond bafences dalam mendorong
pencgakan hukinn yang aknntabel dan
non-diskriminatif.

Mely karena it jiks BRKHAP disal-
kan, negars harus memperketal kontrol
dan pengawasan internal dan ekstermal
terhadap aparal penegak hubom, khu-
susiya pervelidik dan penyvidik, me-
n.lne_';k..ll Lapasilas dan kapabililas pe-
nwelidik, |w11§'1d|k dan penunhar nmm,
serla melulukean sosi peninghalun
keasdaran HAM kepada segenap lapisan
hat. 1M samping itu, membe
rikan ruang kebehasan padda masyarakat
sipil, organis fuan bukum, dan
lembaga meandiri. seperti Komnas HAM,
daliom mecmperkuat hak-hak masyarakal
dan mengontrol akuntabilitas aparatur
pencgak 'nulcl .
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